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This study aims at providing explanation of how tax audit, 

cash availability, perceived benefit, trust in government, 

and moral responsibility affects tax compliance. Those 

factors are predicted to direct tax compliance behavior. 

A survey involving 73 restaurant owners was conducted 

to gather data. Using multiple regression analysis, the 

results show that tax audit, perceived benefit, trust in 

government, and moral responsibility positively affect tax 

compliance. Meanwhile, cash availability has no effect on 

tax compliance. These results imply that to have tax 

payers’ compliance, several actions should be undertaken 

by government. Among those actions are improving tax 

audit and tax payers’ trust. In addition, government also 

has to improve tax fund allocation to bring better benefits 

to tax payers. Socialitation is also significant to improve 

tax payers’ moral responsibility and motivation to 

comply. 
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 1. PENDAHULUAN 

Permasalahan ketidakpatuhan wajib pajak masih terus berlanjut dan telah menjadi 

permasalahan global (McKerchar dan Evans, 2009). Untuk dapat mengatasi permasalahan 

penghindaran pajak, kita perlu memahami terlebih dahulu faktor-faktor yang memengaruhi 

keputusan wajib pajak untuk membayar atau tidak membayar kewajiban pajaknya (Ali et al., 

2013). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Banyumas.  

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, masih sangat 

sedikit yang kita ketahui tentang perilaku patuh pada pajak di negara-negara berkembang 

(Andreoni et al. 1998; D'Arcy 2011; Fjeldstad dan Semboja 2001). Kedua, pajak restoran 

merupakan salah satu pajak kabupaten/kota yang seharusnya dapat menyumbang pemasukan 

daerah yang cukup besar. Menurut data yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah (BKD) 

Kabupaten Banyumas, pada tahun 2016 jumlah restoran yang dapat dijadikan objek pajak 

berjumlah 563 restoran. Namun, hanya 462 restoran yang sudah mendaftarkan diri sebagai wajib 

pajak. Dari 462 wajib pajak, masih banyak wajib pajak yang ternyata tidak membayar kewajiban 

pajaknya. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi pajak restoran untuk pajak daerah Kabupaten 

Banyumas pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 yang cenderung mengalami penurunan. 

Pada tahun 2010 kontribusi pajak restoran sebesar 4,50%, kemudian terus menurun hingga pada 

tahun 2013 hanya sebesar 1,69% saja. Pada tahun 2014 dan 2015 sempat mengalami kenaikan, 

namun tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 2,04% dan 2,08%. Selanjutnya, pada tahun 2016 

kembali mengalami penurunan, bahkan tercatat sebagai kontribusi pajak restoran terkecil selama 

7 tahun terakhir, yaitu hanya sebesar 1,33% (Badan Pusat Statistik, 2018).  

Dalam lingkup nasional, kepatuhan wajib pajak yang rendah juga menjadi salah satu 

penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia. Pada tahun 2017, rasio pajak di Indonesia hanya 



sekitar 11%, padahal, berdasarkan data bank dunia, rasio pajak rata-rata secara global mencapai 

14,8% (Direktorat Jenderal Pajak, 2018). 

Menurut Deyganto (2018), sikap patuh wajib pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor 

demografi, individual, sosial, institusional, dan ekonomi. Penelitian terdahulu telah 

mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Beberapa 

faktor tersebut diantaranya: kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, pemeriksaan pajak, 

sanksi perpajakan, penggunaan teknologi, sistem administrasi perpajakan, ketersediaan kas, 

omset, relasi sosial, persaingan usaha, persepsi atas manfaat, kesadaran wajib pajak, 

kepercayaan kepada pemerintah, tanggung jawab moral, keadilan perpajakan, dan pengaruh 

lingkungan (lihat: Bratton et al., 2013; Deyganto, 2018; Gerger et al., 2018). Penelitian ini 

berusaha memberikan tambahan bukti empiris dengan melakukan pengujian kembali atas 

pengaruh faktor-faktor individual dan institusional.  Faktor-faktor individual yang diteliti 

meliputi: (1) kondisi keuangan dan (2) tanggung jawab moral, sedangkan faktor-faktor 

institusional meliputi (3) pemeriksaan pajak, (4) kepercayaan kepada pemerintah, dan (5) 

manfaat pajak. Faktor-faktor tersebut dipertimbangkan untuk diteliti karena faktor-faktor 

individual dan institusional merupakan faktor-faktor yang sangat memengaruhi kepatuhan wajib 

pajak di Indonesia. Hasil penelitian di Indonesia terkait dengan kelima faktor tersebut masih 

menunjukkan kesimpulan yang takpadu. 

 Penelitian ini mengesampingkan faktor demografis karena faktor-faktor demografis 

telah banyak diuji pada penelitian-penelitian sebelumnya dan cenderung menunjukkan 

kesimpulan yang konklusif. Sementara itu, faktor ekonomi, seperti tarif pajak, juga tidak 

dipertimbangkan untuk diteliti karena terdapat kecenderungan adanya kemudahan-kemudahan 

yang diberikan oleh otoritas pajak terkait dengan tarif pajak. Sebagai contoh, untuk 

meningkatkan kepatuhan pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah beberapa kali merevisi tarif 

pajak sehingga meringankan wajib pajak. Selain itu, kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi 



tarif pajak ini cenderung bersifat mandatori, bukan sukarela, karena wajib pajak tidak memiliki 

kemampuan untuk merubah tarif pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, faktor 

sosial seperti kehidupan sosial wajib pajak, nampaknya belum menjadi faktor utama yang 

memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Masih jarang wajib pajak di Indonesia yang 

membuat keputusan pajak dengan melihat keputusan pajak yang dibuat oleh kelompok 

masyarakat tertentu sebagai referent group. 

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis pada literatur perpajakan berupa 

pemahaman atas pengaruh faktor-faktor individual dan institusional terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Selain itu, hasil-hasil penelitian ini juga dapat membantu praktisi, terutama otoritas pajak, 

dalam mewujudkan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. 

 

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Teori-teori yang Melandasi Pemahaman atas Kepatuhan Wajib Pajak 

Banyak teori yang telah menjelaskan perilaku wajib pajak terkait apakah akan memenuhi 

kewajiban pajaknya atau tidak, diantaranya: social influences, comparative treatment, economic 

deterrence, fiscal exchange, dan political legitimacy theory. Penelitian ini mendasarkan pada 

tiga teori, yaitu economic deterrence theory, fiscal exchange theory, dan political legitimacy 

theory. Economic deterrence theory menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang menentukan manfaat dan kos dari melakukan penghindaran pajak. Faktor-

faktor tersebut antara lain: tarif pajak dan probabilitas bahwa penghindaran pajak akan terdeteksi 

dan akan menyebabkan denda (Allingham dan Sandmo, 1972). 

Fiscal exchange theory berargumen bahwa pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak dengan cara memberikan sesuatu yang dibutuhkan dan dapat diakses dengan mudah 

oleh masyarakat (Tilly, 1992; Moore, 2004). Semakin banyak fasilitas yang disediakan 

pemerintah, yang dapat dinikmati oleh masyarakat, maka masyarakat akan merasa mendapatkan 



manfaat dari apa yang telah mereka korbankan. Selanjutnya, hal ini akan memotivasi masyarakat 

untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.  

Sementara itu, political legitimacy theory menjelaskan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi 

oleh kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Tayler, 2006; Kirchler et al., 2008; Fauvelle-

Aymar, 1999). Kepercayaan kepada pemerintah ini dapat diterjemahkan sebagai kepercayaan 

kepada petugas pajak, institusi pajak, atau pihak-pihak relevan lainnya. 

 

2.2 Pengaruh Faktor-faktor Individual terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Moral atau etik adalah sistem atau aturan normatif yang memberikan pedoman dalam 

berperilaku dalam berhubungan sosial (Hogan, 1973). Tanggung jawab moral dapat diartikan 

sebagai tingkat moral individu yang dimiliki oleh seseorang, seperti etika, kecemasan, perasaan 

malu, dan perasaan bersalah (Yulitasari & Suprasto, 2017). Tanggung jawab moral wajib pajak 

adalah dorongan dari dalam diri sendiri untuk membayar pajak atau kepercayaan individu dalam 

memberikan sumbangan kepada Negara (Cumming et. al, 2005 dalam Dahlan dan Milawaty, 

2015). Tanggung jawab moral berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan tidak 

dimiliki orang lain (Sanjaya, 2014). Tanggung jawab moral merupakan salah satu faktor 

individual yang mungkin memengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian-penelitian terdahulu mengasumsikan bahwa wajib pajak adalah manusia 

rasional, yang selalu mengutamakan keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan asumsi ini, para 

peneliti menduga bahwa kepatuhan wajib pajak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

bersifat instrumental, sehingga wajib pajak digambarkan sebagai individu yang enggan 

membayar pajak.  

Penelitian terdahulu tentang pengaruh tanggung jawab moral terhadap kepatuhan pajak 

masih menunjukan hasil yang tidak konklusif. Sebagai contoh, Dahlan dan Milawaty (2015) serta 

Sanjaya (2014) menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh moral wajib 



pajak, namun, Yulitasari dan Suprasto (2017) menunjukkan bahwa tanggung jawab moral 

berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.  

Penelitian ini memiliki perspektif yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dan 

berasumsi bahwa keputusan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat 

instrumental tetapi seharusnya juga dipengaruhi oleh moral/etik yang ia miliki. Nilai-nilai moral 

akan memengaruhi proses pengambilan keputusan wajib pajak dan akan membatasi cara-cara 

yang dapat ditempuh oleh wajib pajak untuk mencapai outcomes yang diinginkan (Carroll. 1987; 

Reckers 1994).  

Penelitian ini memprediksi bahwa jika wajib pajak memiliki tanggung jawab moral yang 

tinggi maka ia akan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian 

diatas, maka hipotesis kelima dirumuskan sebagai berikut. 

𝑯𝟏 :  Tanggung jawab moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 
 

Selain tanggung jawab moral, faktor individual lainnya yang mungkin memengaruhi 

kepatuhan pajak adalah kondisi keuangan restoran. Yang dimaksud dengan kondisi keuangan 

dalam penelitian ini adalah ketersediaan kas wajib pajak. Jika kas tidak tersedia, maka restoran 

tidak dapat membayar tagihan pajaknya. Wajib pajak yang kondisi kas nya buruk akan 

cenderung tidak menjalankan kewajiban perpajakannya (Pratiwi dan Setiawan, 2014). Oleh 

karena itu, penelitian ini menduga bahwa ketersediaan kas bisa menjadi faktor penting penentu 

kepatuhan pajak restoran.  

Kondisi kas wajib pajak restoran dapat memiliki efek positif ataupun negatif pada 

kepatuhan wajib pajak (Alabede, Ariffin, dan Idris, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh 

Pratiwi dan Setiawan (2016) menyimpulkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak, namun, Mubarokah dan Ceacilia (2015) yang menyimpulkan 

bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kepatuhan wajib 

pajak.  



Penelitian ini memprediksi bahwa jika kondisi keuangan wajib pajak buruk, maka wajib 

pajak akan cenderung enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kas yang dimiliki 

wajib pajak akan dialokasikan untuk keperluan-keperluan yang lebih mendasar. Berdasarkan 

argumen tersebut, maka hipotesis kedua dirumuskan secara formal sebagai berikut. 

𝑯𝟐  ∶ Ketersediaan kas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

 

2.3 Pengaruh Faktor-faktor Institusional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

 

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan data ataupun bukti 

yang dilaksanakan secara profesional dengan standar tertentu, untuk menilai kepatuhan wajib 

pajak. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa adanya kemungkinan wajib pajak akan 

mendapatkan pemeriksaan dari pihak berwenang akan memengaruhi perilaku wajib pajak. Jika 

wajib pajak merasa memiliki probabilitas yang besar untuk diperiksa, maka ia akan cenderung 

menunjukkan perilaku patuh terhadap pajak. Hal ini sejalan dengan argumen dari economic 

deterrence theory.  

Pemeriksaan merupakan konsekuensi diterapkannya self assessment system. Dengan self 

assessment system, wajib pajak restoran di Kabupaten Banyumas menghitung dan melaporkan 

pajaknya sendiri. Oleh karena itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor pajak berfungsi untuk 

mengurangi masalah penggelapan pajak, penghindaran pajak, dan penyimpangan pajak lainnya 

(Sucandra dan Supadmi, 2016). Dengan kata lain, salah satu pilar fungsi penegakan hukum yang 

dilakukan pemerintah dalam menjalankan self assessment system yaitu dengan melakukan 

pemeriksaan pajak.  

Penelitian-penelitian terdahulu membuktikan efektivitas strategi-strategi pencegahan, 

seperti: adanya pemeriksaan pajak, untuk mengatasi masalah ketidakpatuhan pajak (McKerchar 

and Evans, 2009). Dalam konteks Indonesia, Layata dan Setiawan (2014) mengatakan bahwa 

kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemeriksaan. Namun, penelitian yang menguji pengaruh 



pemeriksaan pada kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan kesimpulan yang takpadu. Sebagai 

contoh, penelitian Jaya dan Jati (2016) serta Sucandra dan Supadmi (2016) membuktikan bahwa 

pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sementara itu, meskipun Arviana dan Arja (2014) menunjukkan bahwa pemeriksaan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, namun hasilnya tidak signifikan.  

Penelitian-penelitian terdahulu cenderung menunjukkan pengaruh yang positif dari 

pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak (meskipun beberapa penelitian gagal menunjukkan 

hasil yang signifikan). Mendasarkan pada economic deterrence theory dan hasil-hasil penelitian 

terdahulu, penelitian ini menduga bahwa persepsi akan mendapatkan pemeriksaan pajak dapat 

menjadi faktor yang mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. 

Dugaan ini diformulasikan ke dalam hipotesis pertama berikut ini: 

𝑯𝟑 : Pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

Faktor institusional lain yang juga mungkin memberikan memengaruhi kepatuhan wajib 

pajak adalah kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah. Kepercayaaan kepada pemerintah 

merupakan harapan wajib pajak kepada aparat pajak dalam menjalankan sistem pemerintahan 

agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Pada saat wajib pajak membuat keputusan 

terkait dengan kewajiban perpajakannya, salah satu alasan yang mendorong wajib pajak untuk 

patuh yaitu kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah (Purnamasari, 2016).  

Munculnya berbagai kasus kebocoran dana pajak yang melibatkan aparat pajak, salah 

satunya kasus Gayus Tambunan yang telah merugikan negara sebesar Rp 25 Miliar (Detik 

Finance, 2010), dapat menyebabkan turunnya kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah. 

Wajib pajak bisa saja memutuskan untuk menghindari pajak jika mereka beranggapan bahwa 

setoran pajak yang mereka bayarkan hanya akan diselewengkan dan akan mengurangi alokasi 

untuk pembangunan negara (Putri, 2013). 



Penelitian tentang pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak 

juga menunjukkan kesimpulan yang takpadu. Handayani, Faturokhman dan Pratiwi (2012), 

Purnamasari (2016). Di Ghana, Razak dan Adafula (2013) juga menunjukkan bahwa transparasi 

yang dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Sementara itu, Huda (2015) dan Rikawati (2015) menunjukkan bahwa kepercayaan kepada 

apparat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. 

Menurut political legitimacy theory, tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan 

memengaruhi kepatuhan pajak masyarakat (Fauvelle-Aymar, 1999; Kirchler et al., 2008; 

Tayler, 2006). Kepercayaan kepada orang lain akan menghasilkan sikap kooperatif dan 

(Murphy, 2004). Jika masyarakat memiliki kepercayaan kepada pemerintah, maka mereka 

cenderung akan mematuhi aturan secara sukarela (OECD, 2004). Mendasarkan pada political 

legitimacy theory dan hasil-hasil penelitian yang lalu, penelitian ini menduga bahwa 

kepercayaan kepada pemerintah akan memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 

pajaknya. Dugaan ini secara formal dinyatakan sebagai berikut. 

𝑯𝟒 : Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

 

Selain, pemeriksaan dan kepercayaan kepada pemerintah, persepsi atas manfaat pajak 

juga diduga sebagai faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak. Persepsi atas manfaat pajak 

merupakan asumsi atau penilaian wajib pajak tentang manfaat yang akan didapatkan oleh wajib 

pajak dari apa yang telah dibayarkan (Wibowo, 2014). Manfaat yang dirasakan wajib pajak 

adalah guna atau faedah yang dirasakan oleh wajib pajak setelah membayar pajak (Putri, 2013). 

Manfaat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manfaat yang berasal dari penyediaan 

barang dan jasa publik terutama infrastruktur fisik yang memadai (Razak dan Adafula, 2013).  

Menurut Ummami (2015), wajib pajak cenderung enggan untuk memenuhi kewajiban 

pajaknya jika tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Tingginya manfaat yang dirasakan oleh 

wajib pajak akan membentuk pola pikir tentang pentingnya membayar pajak dan akan 



mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Novriansyah, 2016). Sejalan 

dengan Novriansyah (2016), Alm et al. (1993) juga mengatakan bahwa kepatuhan akan 

meningkat dengan meningkatnya persepsi atas ketersediaan barang dan jasa yang dapat diakses 

oleh publik. Dengan kata lain, adanya manfaat positif dari pajak akan meningkatkan probabilitas 

wajib pajak untuk patuh secara sukarela (Bodea and LeBas, 2013).  

Meskipun penelitian mengenai persepsi manfaat sudah banyak dilakukan, namun, hasilnya 

masih menunjukkan kesimpulan yang takpadu. Sebagai contoh, Oroh (2013) serta Razak dan 

Adafula (2013) berhasil membuktikan bahwa dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, 

wajib pajak akan melihat manfaat yang dirasakan dari membayar pajak. Reraton dan Suandy 

(2015) juga menyimpulkan bahwa persepsi tentang manfaat berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan dalam melaksanakan PP No 46 Tahun 2013. Namun, Dharma dan Ariyanto 

(2014) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh manfaat pajak, 

tetapi dipengaruhi oleh variabel lain. 

Argumen dalam fiscal exchange theory mengatakan bahwa adanya pengeluaran 

pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik akan mendorong kepatuhan wajib pajak. 

Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak dapat ditempuh oleh pemerintah dengan cara 

menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat (Tilly, 1992; Levi, 1988; Moore, 

1998; 2004). Menurut teori ini, ada hubungan kontraktual antara wajib pajak dan pemerintah 

(Moore, 2004). Oleh karena itu, alasan utama wajib pajak patuh akan terkait erat dengan persepsi 

wajib pajak tentang apa yang akan mereka peroleh secara langsung sebagai imbalan dari apa 

yang telah wajib pajak keluarkan.  

Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak mungkin disebabkan oleh nilai dari barang 

dan jasa yang disediakan pemerintah, sehingga wajib pajak berpersepsi bahwa pembayaran pajak 

mereka sangat dibutuhkan untuk mendanai barang dan jasa tersebut (Fjeldstad dan Semboja, 



2001). It is then reasonable to assume that a taxpayer’s behavior is affected by his/her satisfaction 

or lack of satisfaction with his/her terms of trade with the government.  

Mendasarkan pada argumen tersebut, penelitian ini berasumsi bahwa perilaku eajib pajak 

dipengaruhi oleh kepuasan mereka dalam bertransaksi dengan pemerintah. Penelitian ini 

menduga bahwa apabila wajib pajak memiliki persepsi positif atas manfaat dari memenuhi 

kewajiban pajaknya, maka wajib pajak akan patuh untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. 

Prediksi ini dituangkan secara formal pada hipotesis ketiga berikut ini. 

H5 : Persepsi atas manfaat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

 

3. METODA PENELITIAN 

3.1 Sampel dan Teknik Pengumpulan Data  

Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran di Kabupaten Banyumas yang 

terdaftar sebagai wajib pajak di Badan Keuangan Daerah pada tahun 2016, yang berjumlah 462 

wajib pajak restoran. Jumlah sampel sebanyak 82 wajib pajak ditentukan dengan menggunakan 

rumus Slovin. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan proportionate 

stratified random sampling. Sampel dipilih secara acak dengan menggunakan bantuan program 

Microsoft Excel untuk memenuhi keterwakilan (representativeness) dari data yang diperoleh. 

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik 

survei. Data dikumpulkan dengan menggunakan daftar pertanyaan/kuesioner. Kuesioner 

sebanyak 82 eksemplar dibagikan secara langsung kepada responden.  

 

3.2 Pengukuran Variabel 

Variabel dependen penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak 

adalah situasi ketika wajib pajak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak 

(Nurmantu, 2005). Indikator yang digunakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak 



menggunakan 9 indikator yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 74/PMK.03/2012. Kesembilan indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak 

tersebut, yaitu: (1) Melakukan pembayaran tepat waktu; (2) Tidak memiliki tunggakan pajak; (3) 

Tidak pernah dijatuhi sanksi; (4) Mengisi formulir dengan jelas dan benar; (5) Melakukan 

pembayaran sesuai kewajiban; (6) Membayar dengan tepat jumlah; (7) Menjalankan hak dan 

kewajiban; (8) Bersedia melaporkan informasi; (9) Bersikap kooperatif. 

Selanjutnya, variabel independen penelitian ini terdiri atas: tanggung jawab moral, 

ketersediaan kas, pemeriksaan pajak, persepsi atas manfaat pajak, dan kepercayaan kepada 

pemerintah. Variabel tanggung jawab moral diukur dengan menggunakan 4 indikator tanggung 

jawab moral, yang diadopsi dari Fauziyah (2016). Keempat indikator tersebut adalah: (1) 

pelanggaran etika; (2) perasaan bersalah; (3) prinsip hidup; (4) kesesuaian peraturan. 

Ketersediaan kas diukur dengan menggunakan 3 indikator. Ketiga indikator tersebut 

meliputi: (1) penarikan pajak restoran dari konsumen; (2) pencadangan kas untuk pembayaran 

pajak restoran; (3) pemanfaatan kas. 

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk pengawasan terhadap penerapan self 

assessment system. Indikator untuk mengukur variabel pemeriksaan diadopsi dari penelitian 

Wati (2016), yaitu: (1) menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; (2) pemeriksaan 

rutin; (4) pemeriksaan khusus; (5) pembinaan dan penyuluhan; (6) penyampaian laporan pajak; 

(7) tujuan pemeriksaan; (8) keberatan pemeriksaan. 

Persepsi atas manfaat pajak merujuk pada penggambaran wajib pajak atas manfaat pajak 

yang akan diperoleh. Indikator untuk mengukur persepsi manfaat (Wibowo, 2014), yaitu: (1) 

manfaat tidak langsung dari pajak; (2) manfaat pajak bagi pembangunan negara; (3) 

pengembalian pajak oleh pemerintah kepada masyarakat; (4) perwujudan manfaat dari penarikan 

pajak. 



Kepercayaan kepada pemerintah merupakan faktor yang dapat memengaruhi wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

kepercayaan kepada pemerintah diadaopsi dari Handayani, Faturokhman, dan Pratiwi (2012), 

yaitu: (1) kepercayaan pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah; (2) kepercayaan 

terkait dengan kesejahteraan rakyat daerah; (3) kepercayaan terkait dengan pengelolaan 

keuangan daerah; (4) kepercayaan terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah; (5) 

keinginan membayar pajak karena didorong oleh sikap wakil rakyat atau walikota dan pejabat-

pejabat daerah. 

Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan skala 

lima poin. Poin 1, 2, 3, 4, dan 5 berturut-turut menunjukkan sangat tidak setuju, tidak setuju, 

netral, setuju, dan sangat setuju.  

 

3.3 Teknik Analisis Data 

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda, dengan 

persamaan regresi berikut ini.  

Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3+ b4X4 + b5X5  + e 

Dalam hal ini, 

Y = kepatuhan wajib pajak 

X1 = pemeriksaan pajak,  

X2 = ketersediaan kas, 

X3 = persepsi atas manfaat pajak,  

X4 = kepercayaan kepada pemerintah,   

X5 = tanggung jawab moral,  

e = error. 

Sebelum dilakukan analisis dengan menggunakan regresi, uji validitas dan uji reliabilitas 

dilakukan terlebih dahulu untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Hasil uji validitas 

dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan dalam kuesioner valid dan reliabel. 

Selanjutnya uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah asumsi-asumsi untuk 



menggunakan regresi linear berganda terpenuhi. Hasil uji asumsi klasik juga menunjukkan bahwa 

analisis regresi berganda dapat digunakan karena semua asumsi telah terpenuhi. 

 

4. HASIL PENELITIAN 

4.1 Deskripsi Responden 

Dari 82 kuesioner yang disebarkan, sebanyak 73 kuesioner berhasil dikumpulkan, sehingga 

menunjukkan response rate sebesar 89,02%. Berdasarkan jenis kelaminnya, responden 

penelitian ini terdiri dari 54 orang pria dan 19 orang wanita. Sementara itu, berdasarkan umur, 

responden penelitian ini terdiri dari 1 orang berusia kurang dari 30 tahun, 42 orang berusia antara 

30 sampai dengan 50 tahun, dan 30 orang memiliki usia lebih dari 50 tahun.  

 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dapat 

dilihat pada tabel 2 berikut ini. 

Tabel 1.  Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda 

No. Variabel Bebas 
Koefisien 

Regresi 
thitung ttabel 

 

Sig. 

1 Pemeriksaan pajak (X1) 0,185 2,973 1,668 0,004 

2 Ketersediaan kas (X2) 0,041 1,055 1,668 0,295 

3 Persepsi atas manfaat pajak 

(X3)  

0,111 2,131 1,668 0,037 

4 Kepercayaan kepada 

pemerintah (X4) 

0,097 2,110 1,668 0,039 

5 Tanggung jawab moral (X5) 0,169 2,243 1,668 0,028 

Konstanta                =  1,707 

Koef. Determinasi   =  0,539 

Fhitung                       = 15,657 

Ftabel                                     = 2,37 

Sig. F                       = 0,000 

 

 

Dari hasil uji regresi linear berganda, didapatkan persamaan regresi berikut ini. 

Y = 1,707 + 0,185X1 + 0,041X2 + 0,111X3 + 0,097X4 + 0,169X5+e 



Hasil pengujian hipotesis pada tabel 1 menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, persepsi 

atas manfaat pajak, kepercayaan kepada pemerintah, dan tanggung jawab moral berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hipotesis 1, 3, 4, dan 5 

terdukung. Sementara itu, faktor ketersediaan kas tidak terbukti memengaruhi kepatuhan wajib 

pajak, sehingga hipotesis 2 tidak terdukung. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa sebesar 53,90 persen variasi perubahan variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian 

ini dapat dijelaskan oleh variabel pemeriksaan pajak, ketersediaan kas, persepsi atas manfaat 

pajak, kepercayaan kepada pemerintah, dan tanggung jawab moral. Sementara itu, sebesar 49,60 

persen variasi dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model 

penelitian. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa persepsi atas pemeriksaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan studi 

sebelumnya yang dilakukan oleh Layata dan Setiawan (2014) serta Sucandra dan Supadmi 

(2016). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak atas 

pemeriksaan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.  

Sementara itu, penelitian ini gagal membuktikan pengaruh positif dari ketersediaan kas 

pada kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa meningkatnya ketersediaan 

kas di dalam perusahaan tidak selalu diikuti dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. 

Tersedianya kas tidak menjamin wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban 

pajaknya. Hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan Pratiwi dan Setiawan (2014).  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa pemilik restoran, didapatkan 

informasi bahwa wajib pajak beranggapan bahwa pegawai pajak tidak memiliki akses langsung 



untuk mengecek kebenaran dari data pendapatan restoran yang dilaporkan. Oleh karena itu, 

pemilik restoran cenderung melaporkan pendapatan yang tidak sebenarnya. Data pendapatan 

yang dilaporkan cenderung dimanipulasi agar pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar. Oleh 

karena itu, meskipun mereka memiliki kas untuk membayar pajak tetapi hal ini tidak serta merta 

membuat mereka termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya. 

Sejalan dengan Novriansyah (2016) serta Reraton dan Suandy (2015), persepsi atas 

manfaat pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi wajib pajak atas manfaat pajak, maka akan semakin 

tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.  

Kepercayaan kepada pemerintah juga dibuktikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak 

kepada pemerintah, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan pendapat Purnamasari (2016) dan Rikawati (2015). 

Terakhir, penelitian ini juga membuktikan tanggung jawab moral berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik 

persepsi wajib pajak atas tanggung jawab moral, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka 

dalam membayar kewajiban pajak. Hasil penelitian ini mengonfirmasi hasil studi yang dilakukan 

oleh Sanjaya (2014) serta Yulitasari dan Suprasto (2017). 

 

 



5. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa faktor individual (yaitu tanggung jawab moral) 

dan faktor institusional (yaitu pemeriksaan pajak, kepercayaan kepada pemerintah, dan persepsi 

atas manfaat pajak) berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini 

memberikan implikasi bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan 

pemahaman tentang faktor-faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak. 

Meskipun penelitian ini memberikan beberapa kontribusi, namun penelitian ini tidak luput 

dari sejumlah keterbatasan. Salah satu keterbatasan penelitian ini berkaitan dengan lokasi 

penelitian. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak restoran yang berada di Wilayah Kabupaten 

Banyumas. Penelitian berikutnya dapat memperluas sampel yang diambil dari berbagai wilayah 

untuk melihat apakah hasil penelitian ini dapat digeneralisasi di wilayah pajak yang lain. 

Mengingat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor dan proses untuk 

meningkatkan kepatuhan tersebut juga bukanlah proses yang sederhana, maka peneliti 

selanjutnya juga perlu mempertimbangkan untuk memasukkan variabel-variabel pemoderasi dan 

pemediasi untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam tentang kepatuhan pajak. 
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